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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P. 36/Menhut-11/2010
TENTANG

TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal
31 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (6) Peraturan
Pemerintah  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungs Kawasan Hutan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tim
Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan
Fungs Kawasan Hutan;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 tentang Badan Koordinas Penataan Ruang Nasiondl;

Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisas Kementerian

Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungs Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs
Eselon [;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-11/2008 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TIM

TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN
HUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan beris
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
aam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagal hutan tetap.

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan
menjadi bukan kawasan hutan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernila strategis adalah perubahan yang
berpengaruh terhadap kondis biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem,
dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi
kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi
tetap dan/atau hutan produks terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang
diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan
menjadi kawasan hutan.

Perubahan fungs kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh
fungs hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungs
kawasan hutan yang lain.

Rancangan Peraturan Daerah Proving adalah rancangan peraturan daerah
tentang rencanatata ruang wilayah provins yang disusun oleh gubernur.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Proving adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah provins.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat
BKPRN adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan mempunya fungs
membantu pelaksanaan tugas Presiden dalam koordinas penataan ruang
nasional.

Substansi kehutanan adalah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provins dan kabupaten/kota yang bersangkut paut dengan kehutanan.

Konsultas adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana tata ruang
wilayah provins dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan substans
kehutanan.

Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga
Pemerintah yang mempunyai kompetens dan memiliki otoritas ilmiah
(scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga
Pemerintah yang mempunyai kompetenss dan memiliki otoritas ilmiah
(scientific authority) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas
melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri
terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan.

Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah Tim yang ditetapkan Menteri,
terdiri unsur Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan penelitian
dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap permohonan tukar
menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan
untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah.

Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melakukan penyiapan bahan Tim
Terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi.

Kagian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsp pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegras dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana dan/atau program.

Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebaga dasar dalam menentukan
perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondis biofisik serta
dampak sosial dan ekonomi masyarakat.


http://www.djpp.depkumham.go.id

